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PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Buol

an U Cpan Sl Al

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1,
pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Siswa,
Dusun I, RT.001/RW.002, Desa Lonu, Kecamatan
Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai “Pemohon”;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun I,
RT.001/ RW. 002, Desa Pokobo Kecamatan Bunobogu,
Kabupaten Buol, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

07 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor

132/Pdt.G/2018/PA.Buol tanggal 07 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari
Sabtu, tanggal 04 Agustus 2007 di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu,
Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sebagaimana
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/4/VIl/2007 tanggal 31
Agustus 2007

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
milik pribadi Termohon di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten
Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah
mencapai 11 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami
isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba’da/qabla dukhul),
namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2008 kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon  mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
a.Termohon menolak untuk menafkahi layaknya seorang istri;
b.Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28
Desember 2008 ketika itu Pemohon memberitahukan bahwa keponakan
Termohon telah melukai anak dari Pemohon, namun Termohon lebih
membela keponakannya terjadilah pertengkaran adu mulut yang
mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman anak
Pemohon ke rumah anak Pemohon di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu,

Kabupaten Buol sampai sekarang dan sejak saat itu antara pemohon dan
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termohon masih ada komunikasi dan Pemohon tetap memberikan nafkah
kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon
dapat rukun kembali sebagai suami isterii namun Pemohon tetap
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan
Agama Buol;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan
Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Makbul Bakari,
S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Oktober 2018, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah
datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon
telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Buol telah mengirimkan surat
teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.19-
A.6/741/HK.05/X1/2018, tanggal 15 Nopember 2018 agar Pemohon menambah
verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30.hari
terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Buol telah pula
membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan, tanggal
17 Desember 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon  telah
habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut
berdasarkan surat  Panitera Pengadilan  Agama  Buol W.19-
A.6/741/HK.05/X1/2018, tanggal 15 Nopember 2018, akan tetapi Pemohon tetap
tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis
Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan
permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh
dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan
perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register
perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret
perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon
yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawabh ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Buol dari
pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret perkara

tersebut dari register perkara;
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp 1.001.000.,- (satu juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami
Faiz, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan
Fathur Rahman, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
dan dibantu oleh Mansyur, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya

Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag Faiz, S.HI., MH

Hakim Anggota I,

Fathur Rahman, S.HIl., M.SI

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.HI
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Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 910.000,-
4. Redaksi 'Rp 5.000,-

5. Meterai :Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 1.001.000,-
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